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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR  PM 112 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN DAN PROSES PERENCANAAN DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 Menimbang  :  a. bahwa untuk penyederhanaan tahapan proses 

perencanaan pembangunan dan meningkatkan 

konektivitas nasional melalui ketersediaan infrastruktur 

perhubungan untuk mendukung percepatan 

pembangunan ekonomi maka perlu dilakukan 

penyempurnaan dalam proses pedoman dan perencanaan 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Pedoman dan Proses 

Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4075); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4406); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5282); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang 

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar 

Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5292); 

12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 

2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 

2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri  

Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Analisis 

Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 297); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 

2015 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

407); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 816); 
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MEMUTUSKAN : 

  Menetapkan  : PERATURAN  MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN 

DAN PROSES PERENCANAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN. 

 

 Pasal 1 

Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib 

digunakan sebagai acuan oleh setiap unit kerja dan mitra kerja 

yang melaksanakan tugas perencanaan. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 

yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan 

belum diubah dengan Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang 

Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen 

Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 5 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun 

terhitung pada tanggal diundangkan. 
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  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 November 2017 

 

 MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

     BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 November 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id


